
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.497, 2017 KEMEN-KP. Loka Perekayasaan Teknologi 

Kelautan. ORTA.  
 

PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21/PERMEN-KP/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

NOMOR PER.40/MEN/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA 

PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

  

 

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

perekayasaan teknologi kelautan, dan adanya perubahan 

organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, perlu dilakukan perubahan terhadap 

kedudukan organisasi dan tata kerja Loka Perekayasaan 

Teknologi Kelautan, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.40/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan; 

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Loka 

Perekayasaan Teknologi Kelautan telah memperoleh 

persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor 

116/M.KT.01/2017, perihal Penataan Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 

Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.40/MEN/2011 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5073); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5490); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5603); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang 

Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4840); 
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5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

7. Peraturan  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang 

Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian 

dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian; 

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.40/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan; 

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KELAUTAN  DAN PERIKANAN NOMOR PER.40/MEN/ 2011 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA 

PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor PER.40/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan diubah sebagai 

berikut: 
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Pasal 1 

(1) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang selanjutnya 

disingkat LPTK, merupakan Unit Pelaksana Teknis 

Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang 

perekayasaan teknologi kelautan, yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang 

menangani riset kelautan dan perikanan serta 

pengembangan sumber daya manusia kelautan dan 

perikanan.  

(2) LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Kepala. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  27  Maret  2017 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

SUSI PUDJIASTUTI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Maret 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

www.peraturan.go.id


